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Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, yang didorong oleh memiliki Received 1 November 2023
peran pe1_1ting dalarn upaya pembercllayaan ekc.morni desa. Reviu kepustakaz.:lr.l 1111 ii’le;id e;g;\gigeb;zgii
menggarisbawahi tiga aspek kunci: regulasi yang kuat untuk memfasilitasi

pertumbuhan dan akses sumber daya, aspek pengembangan institusional dan

manajerial yang mencakup tata kelola yang baik dan pengelolaan efektif, serta KATA KUNCI

penghentian yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. BUMDes; Wirausaha Sosial;
Rekomendasi tersebut meliputi penguatan regulasi dan kebijakan teknis, Regulasi; Institusional;
peningkatan aspek kelembagaan dan manajerial, serta penekanan pada praktik Sustainability

yang menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, untuk

memastikan peran yang signifikan dari BUMDes dalam mencapai pembangunan

desa yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah entitas bisnis yang dimiliki dan
dioperasikan oleh desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Tujuan utama BUMDes adalah untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa, baik berupa
sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk menghasilkan keuntungan yang dapat
digunakan untuk pembangunan dan kemajuan desa. BUMDes diharapkan dapat menjadi motor
penggerak perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan
asli desa.

BUMDes didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
sebagai Sebuah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama dengan desa-desa
untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan dan produktivitas, memberikan
layanan, dany/atau jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat yang terbesar. Dari
penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah organisasi usaha yang didirikan
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan desa masyarakat dengan mengelola dan
memanfaatkan aset yang ada di desa. Penjelasan ini menjadi dasar mengapa BUMDes dianggap
sebagai usaha sosial.

Beberapa sumber kepustakaan yang dipublikasikan oleh peneliti di indonesia untuk mencoba
memahami fenomena komprehensif mengenai BUMDes (Badaruddin et al., 2021; Sari et al.,
2021a, 2022). Pada satu fokus penjelasan, para peneliti fokus untuk menjelaskan mengenai aspek
regulasi (misalnya, Alfatih et al., 2021; Azheri & Anggunsuri, 2018). Dilain hal, peneliti lain fokus
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pada institusional, manajerial dan sustainability (misalnya, Rudiadi, 2020; Sari et al., 2022).
Sementara itu, sumber kepustakaan yang memberikan gambaran komprehensif mengenai
fenomena BUMDes masih jarang ditemukan. Selanjutnya, artikel ini mencoba memberikan
gambaran komprehensif mengenai perkembangan kepustakaan fenomena BUMDes di
Indonesia.

Sejarah Lahirnya BUMDes di Indonesia

Sejarah lahirnya BUMDes di Indonesia tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mendorong
pemberdayaan ekonomi di tingkat Desa. BUMDes merupakan lembaga yang didirikan oleh desa
dengan tujuan untuk mengelola aset, memberdayakan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan
asli desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Rudiadi, 2020). Sebelum adanya
konsep BUMDes, banyak desa di Indonesia telah memiliki inisiatif untuk mengelola berbagai
usaha ekonomi desa seperti pertanian, perkebunan, atau unit usaha lain yang dikelola secara
komunal (Kusuma et al.,, 2021). Namun, kegiatan ekonomi ini sering kali beroperasi secara
informal tanpa struktur manajemen yang jelas atau pengakuan hukum.

Momentum penting dalam sejarah BUMDes adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa ini secara resmi mengakui dan memberikan dasar
hukum bagi pembentukan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk
meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. UU Desa memberikan
kewenangan kepada desa untuk mendirikan, mengelola, dan mengembangkan BUMDes. Sejak
lahirnya konsep BUMDes, banyak desa di Indonesia yang berhasil membangun dan mengelola
BUMDes dengan berbagai model usaha, mulai dari agribisnis, perikanan, pariwisata desa, hingga
pengelolaan energi terbarukan. Namun, pengembangan BUMDes juga menghadapi berbagai
tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas manajemen, akses terhadap modal, dan pasar.

Perkembangan Penelitian BUMDes di Indonesia

Aspek regulasi, institusionalisasi, manajerial dan sustainability dalam kewirausahaan sosial
seperti BUMDes merupakan hal yang sangat penting (Austin et al., 2006; Dees, 1998; Elkington,
2008; Mair, 2006; Nicholls, 2010; Nurrochmat et al., 2021; Tosida et al., 2022). Aspek-aspek ini
sangat penting dalam konteks BUMDes karena dapat memberikan kerangka hukum dan
kebijakan yang jelas untuk operasional dan pengelolaannya. Regulasi dapat memastikan bahwa
BUMDes beroperasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.
Dengan adanya regulasi yang kuat, BUMDes dapat menghindari masalah legalitas dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor (Austin et al., 2006; Dees, 1998; Mair,
2006). Selanjuntya manajerial yang efektif merupakan kunci keberhasilan BUMDes. Aspek
manajerial meliputi perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan
operasional. Kemampuan untuk mengelola aset dan sumber daya dengan efisien akan
menentukan keberlangsungan dan pertumbuhan BUMDes. Praktik manajerial yang baik juga
mencakup pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk karyawan, yang akan meningkatkan
produktivitas dan inovasi (Elkington, 2008). Sementara itu, aspek sustainability memastikan
bahwa BUMDes dapat terus beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa dalam
jangka panjang. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, diversifikasi
pendapatan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar dan kondisi ekonomi (Nicholls, 2010).
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Pendekatan Regulasi

Penelitian terhadulu yang mencoba mengkaji BUMDes dari segi aspek regulasi telah dilakukan
penelitian sebelumnya. Penelitian pertama mencoba mengkaji implementasi kebijakan
pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan telah
terpenuhinya pelaksana kebijakan terhadap isi regulasi, kelancaran fungsi rutin BUMDes, dan
kinerja manajemen BUMDes yang baik (Alfatih et al., 2021). Disi lain terdapat temuan yang
bersifat anomali terkait status BUMDes karena perbedaan kebutuhan akan badan hukum dalam
regulasi, yang menimbulkan tantangan dalam kerjasama dengan pihak ketiga (Azheri &
Anggunsuri, 2018).

BUMDes merupkan fenomena yang relatif masih baru di Indonesia, tentunya membutuhkan
peraturan dan kebijakan teknis sebagai panduan bagi para pelaku BUMDes di Indonesia. hal ini
disebabkan regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum memiliki panduan teknis
yang dibutuhkan. Sementara itu, aspek regulasi memegang peranan krusial bagi organisasi
wirausaha sosial, khususnya dalam konteks Indonesia, karena regulasi memberikan kerangka
hukum yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan mereka.

Regulasi yang baik dapat membantu wirausaha sosial dalam mendapatkan akses ke sumber
daya, menjamin kelangsungan operasionalnya, serta memfasilitasi kemitraan dengan sektor
publik dan swasta. Sejauh ini peraturan terkait BUMDes di Indonesia, baru merujuk kepada
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021
yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk membangun dan mengelola BUMDes
sebagai sarana pemberdayaan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu
ditingkat Provinsi dan Kabupaten perangkat kebijakan yang memuat petunjuk teknis
pelaksanaan dan penilaian BUMDes masih sangat jarang ditemukan.

Kebijakan-kebijakan teknis tersebut akan membantu dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan
potensi ekonomi lokal, memperkuat kapasitas institusional desa, dan mendorong partisipasi
masyarakat aktif dalam pembangunan ekonomi desa (Alfatih et al., 2021; Azheri & Anggunsuri,
2018). Melalui pengaturan yang jelas dan dukungan pemerintah, wirausaha sosial dapat lebih
efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi mereka, menunjukkan pentingnya aspek
regulasi dalam mendukung pertumbuhan dan keinginan organisasi di Indonesia.

Pendekatan Institusional dan Manajerial

Beberapa peneliti mencoba untuk mererapkan konsep tata kelola secara umum, namun hasil
penelitian menyebutkan bahwa konsep tata kelola yang diujikan terlalu besar untuk BUMDes
(Widiastuti et al., 2019). Selanjutnya, penelitian lainnya menunjukkan bahwa dana desa
cenderung meningkatkan jumlah BUMDes, meskipun peningkatan jumlah BUMDes tersebut
tidak selalu diikuti oleh pemanfaatan yang luas. Studi ini menekankan bahwa masih terdapat
tantangan dalam memaksimalkan peran BUMDes sebagai penyedia peluang kerja bagi
masyarakat desa (Arifin et al., 2020). Sementara itu, peneliti lainnya mencoba mengkaji dari
sudut pandang tata kelola yang sesuai dengan konteks BUMDes (Sari et al., 2021b, 2022). Mereka
mencoba untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja BUMDesa.

Dari berbagai temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aspek institusional dan
manajerial memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi wirausaha sosial di
Indonesia. Aspek-aspek ini meliputi tata kelola yang baik, strategi pengelolaan yang efektif, dan
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pengembangan kapasitas organisasi yang mampu untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi.
Hal ini ditunjukkan dari studi yang dilakukan oleh Sari et al (2022) yang menunjukkan bahwa
praktik tata kelola yang baik dapat meningkatkan ko-kreasi nilai, yang pada pasangannya
meningkatkan kinerja organisasi. Di sinilah pentingnya pengelolaan, pemantauan, dan
akuntabilitas dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional wirausaha sosial, sehingga
mampu memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Oleh karena itu, pengembangan aspek institusional dan manajerial menjadi kunci utama dalam
memastikan keberlanjutan dan efektivitas wirausaha sosial di Indonesia (Sari et al., 2022).

Pendekatan Sustainability

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa di Indonesia menunjukkan berbagai temuan
penting yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap perekonomian desa dan strategi
pengelolaannya, salah satunya terkait modal sosial. Modal sosial memiliki peran penting dalam
pengelolaan BUMDes untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Oleh karena itu visi
pengembangan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan desa dalam menentukan pengelolaan
dan kerjasama antarusaha desa (Aritenang, 2021). Selain itu, penelitian lainnya menemukan
bahwa BUMDes dapat berperan dalam transformasi ekonomi Desa melalui pariwisata berbasis
komunitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi ekonomi unggulan desa
melalui BUMDes dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat desa, terutama melalui pengembangan sektor pariwisata (Tarlani et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, aspek keanekaragaman mendapat perhatian khusus dalam penelitian
dan praktik wirausaha sosial, mengingat kompleksitas tantangan sosial dan ekonomi yang
dihadapi. Wirausaha sosial di Indonesia bertujuan untuk menciptakan dampak sosial yang
berkelanjutan sambil menjaga keseimbangan ekonomi, yang menuntut praktik tata kelola yang
baik dan inisiatif berkelanjutan yang dapat memperkuat kinerja organisasi (Sari et al., 2022)
menyoroti bahwa nilai ko-kreasi melalui praktik tata kelola yang baik merupakan kunci untuk
memperkuat kinerja organisasi wirausaha sosial, menunjukkan bahwa keinginan memainkan
peran penting tidak hanya dalam konteks lingkungan tetapi juga dalam tata kelola dan kinerja
organisasi. Hal ini menegaskan bahwa keinginan memastikan bahwa wirausaha sosial dapat
beroperasi dan berkembang dalam jangka panjang, memenuhi misi sosialnya sambil beradaptasi
dengan tantangan dan peluang yang muncul.

Selanjutnya, penelitian Badaruddin et al. (2021) menggarisbawahi pentingnya modal sosial
dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes di Sumatera Utara. Analisis mereka
menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang diinisiasi oleh BUMDes berbasis modal sosial
tidak hanya mengembangkan aktivitas ekonomi desa tetapi juga memperkuat ketahanan sosial
dan kesejahteraan lingkungan. Keberlanjutan dalam konteks wirausaha sosial di Indonesia,
karena itu, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait dan
mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokus pada keinginan membantu BUMDes
untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,
menjamin kelangsungan usaha serta kontribusi mereka terhadap pembangunan desa yang
inklusif dan berkelanjutan.

Studi kedua ini bersama-sama memberikan bukt kuat tentang pentingnya aspek keberlanjutan
dalam meningkatkan efektivitas organisasi wirausaha sosial di Indonesia. Melalui praktik tata
kelola yang baik dan pemanfaatan modal sosial, wirausaha sosial dapat membangun fondasi
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yang kuat untuk pertumbuhan dan dampak sosial yang berkelanjutan, menangani tantangan
sosial dan ekonomi yang kompleks dengan solusi yang inovatif dan efisien. Hal ini menegaskan
bahwa keinginan bukan hanya agenda ekologis tetapi juga inti strategi untuk mencapai tujuan
sosial dan ekonomi dalam konteks wirausaha sosial di Indonesia.

Kesimpulan

Dalam rangka memahami fenomena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, artikel ini
memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan kepistakaan terkait BUMDes.
BUMDes merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa melalui pengelolaan aset dan usaha ekonomi di tingkat desa. Sejarah lahirnya BUMDes
terkait dengan upaya pemerintah dalam memberdayakan ekonomi desa, dengan peran penting
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam memberikan dasar hukum untuk
pembentukan BUMDes. Dalam kepustakaan, terdapat tiga pendekatan utama yang
mencerminkan pentingnya aspek: (1) regulasi; (2) institusional dan manajerial, serta; (3)
keinginan dalam keberhasilan BUMDes. Regulasi yang baik memberikan kerangka hukum yang
mendukung perkembangan BUMDes, sedangkan aspek institusional dan manajerial adalah kunci
untuk memastikan efektivitas dan keinginan organisasi wirausaha sosial di Indonesia. Selain itu,
keinginan juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, menegaskan bahwa
BUMDes harus memperhatikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan
lingkungan untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan reviu kepustakaan ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan
BUMDes di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu lebih memperkuat regulasi dan kebijakan
teknis terkait BUMDes, yang akan membantu dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal,
memperkuat kapasitas kelembagaan desa, dan mendorong partisipasi masyarakat aktif dalam
pembangunan ekonomi desa. Kedua, BUMDes perlu fokus pada aspek pengembangan
institusional dan manajerial yang baik, termasuk tata kelola yang efektif, strategi pengelolaan
yang terukur, dan pengembangan kapasitas organisasi yang mampu mencapai tujuan sosial dan
ekonomi. Terakhir, BUMDes harus memperhatikan aspek keinginan dalam praktiknya, dengan
mencapai dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan
memastikan kelangsungan usaha serta kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan desa
yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
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